BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 3@ TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

i Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta dalam rangka
mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu, menetapkan
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

& 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438]);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043); ,

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 690);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);
Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor
2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh: Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
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S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan
ditetapkan dengan ganun.

6. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
kepada pimpinan dan anggota DPRK berupa pemberian jaminan
pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan
DPRK dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya,
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRK, pemberian pakaian
dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan
jenazah.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum dapat menyediakan
Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRK, kepada
yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Dana Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil masing-masing;

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;dan

c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) perbulan.

Pasal 4

Dana Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dibayarkan mulai bulan Januari Tahun Anggaran
berjalan.

Pasal 5

Dana Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.




BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 34 Januari 204
UPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal. %0 Januart 014

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN




